PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang @ a. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat
Sulawesi Tenggara  dengan  tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk penanggulangan bencana
dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan
masyarakat; |

b. bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki kondisi
geografis, geologis, hid““rologis dan demografis yang
memungkinkan terjadinya bencana baik yang
disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam
ataupun faktor manusi,a;

¢. bahwa kejadian bencana dapat menyebabkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis,  sehingga | diperlukan  pengaturan
penanggulangan bencana  secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan inklusif baik pada masa
pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca
bencana, i

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang

Penanggulangan Bencana.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
; Republik Indonesia Tahun 1945; ‘

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan querintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tk, I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang:-
Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara =
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan =
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h D
‘enggara. i
- Badan Penanggulangan Bencana Daeral} yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara. ¥

6. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum
PRB adalah suatu forum yang dibentuk sebagai wadah diskusi dan
koordinasi bagi pemangku kepentingan untuk mengakomodasi
dan/atau merekomendasikan inisiatif pengurangan risiko bencana di
Provinsi Sulawesi Tenggara. - .

7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya ¢
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi .
risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap e |
darurat, dan rehabilitasi. :

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam o
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. ‘

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

 atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, abrasi pantai, dan tanah longsor. |

10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
' teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, kebakaran dan
Kkrisis pangan. '; ' 8

11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

 atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ‘manusia antara

" lain konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas mdsyarakat,

12, Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk

‘ . dan kerentanan serta meningkatkan k€

dalam menghadapi bencana.| 1
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cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi , :
AMELS dokumen perencanaan Provin

selanjutnya disingkat RPJMD adalah
~ Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun. e
; periode 1 (satu) :
tahun atau fiisebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. :
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara. :
18. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk
- Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau
Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang menjalankan jenis us tetap dan terus-menerus
yang bekerja dan berkedudukan dal wilayah Negara Kesatuan
. Republik Indonesia. | 4
19. Lembaga Internasional adalah organisasi‘; yang berada dalam lingkup
- organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa aa'_tau organisasi internasional
~ lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar
Perserikatan Bangsa Bangsa. ‘:

20. Organisasi Kemasyarakatan adalah org'lanisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warga Negara Repubpk {ndonesia secara sukarela
atas dasar Kkesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila.
91. Penyidik adalah Pej
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan mnﬁ@m. 2 ‘
02, Status keadaan darurat adalah suatu keladaan yang ditetapkan oleh
pemerintah Daerah untuk jangka waltu tertentu atas dasar
rekomendasi badan yang diberi tugas un menanggulangi bencana.
3. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-

anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyan'glang disabilitas, orang sakit

~ danoranglanjut usia.

e
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~ pemerintah untuk jangka waktu korban bencana adalah orang ata
! sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat
|

~ bencana. !

28. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau

| karakteristik geologis, biologis, hidrol!;gis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan t%'knologi padasuatu wilayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi R
J kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. o
n9. Rsiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat " ¥
| bencana pada suatu wilayah dalam klurun waktu tertentu yang
' dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya
rasaaman, mengungsi, kerusakan atz‘;u kehilangan harta, dan
- gangguan Kegiatan masyarakat. ;
30. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan
. gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan \
i menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas
' Daerah. l\
31, Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu

! ' daerah secara spasial dan non spasial| berdasarkan Kajian Risiko

Bencana suatu daerah.
32. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa
menimbulkan bencana. ‘
33. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui peng'organisasian serta melalui
i langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
' peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. .
35. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

suai dengen standar pelayanan minin
‘ma arakat dari dampak bﬁnm

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

+] |
| X
kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana

~ dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana; ‘
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan

sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang
berskala Daerah dan Kabupaten /Kota.

Pasal 8

(1) Gubernur berwenang menetapkan status dan tingkat bencana yang
terjadi di daerah. !

(2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan indikator yang meliputi:

jumlah korban;

kerugian harta benda;

kerusakan prasarana dan sarana;

luasan wilayah yang terkena bencana; dan

dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

opoop

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mampu
melaksanakan penanggulangan bencana.
(2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pasal 10

Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD.

‘ Pasal 11
BPBD terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana;
bﬂl pelaksana penanggulangan bencana. |

Pasal 12 \

BPBD mempunyai fungsi:

a, perumusan dan penetapan
~ penanganan pengungsi dengan
| efisien,

b. pengkoordinasian pelaksanaan kégiatah penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan inklusif. . ¥

kebijakan ppnanggulangan bencana dan
bertindak cepat, tepat, efektif, dan
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\ .
 d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
segera prasarana den sarana vital.

f. pemulihan dengan
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
aksud pada ayat (1) di kendalikan oleh Kepala

. sebagaimana dim

BPBD.

Pasal 36
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 Ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

 a. cakupan lokasi bencana;

(2)

(2)

(3)

@S U0 TP

jumlah korban;

kerusakan prasarana dan sarana,
kebutuhan khusus untuk kelompo
gangguan terhadap fungsi pelayanan um
dan

f. kemampuan sumber daya alam
BPBD melakukan kaji cepat
dan tindakan penanggulangan bencana
tanggap darurat.

k rentan;
um serta pemerintahan;

a0 o

®

maupun buatan.
untuk menentukan kebutuhan

yang tepat pada saat

Pasal 37
Status keadaan darurat bencana ditetapkan untuk skala Provinsi
dilakukan oleh Gubernur, skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh
Bupati/Walikota atas usul BPBD berdasarkan hasil kaji cepat dan

tepat.

Pada saat statu

mempunyai kemudahan akses di bidang

pengerahan sumber daya manusia;

pengerahan peralatan;

pengerahan. logistik;

imigrasi, cukai, dan karantina;

perizinan,

pengadaan barang/jasa;

pengelolaandan pertanggu

penyelamatan dan evakuasi; dan

komando untuk memerintahkan inst

adaan darurat [bencana te

dahan dalam hal :

. menggunakan dana siap pakai dalam APBD dan ditempatkan
dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

b. mengajukan permintaan serta melakukan penerimaan dan
penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik
dari instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan

kegiatan tanggap darurat sesuai kebutuhan;

s keadaan darurat bencana telah ditetapkan, BPBD

ngjawaban uang dan/atau barang;

énsi /lembaga.
lah ditetapkan,

Pada saat status ke
BPBD mempunyai kemu

|
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(1) Setiap orang berhak:

(2) Setiap orang yang terkena bencana

20

L,

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH

: Pasal 52 |
(1) Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana meliputi:
a. Pemerintah Daerah Provinsi dengan“ daerah kabupaten/kota;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi;
C. Pe_merintah Daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
rap.at koordinasi antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaﬁg berbatasan langsung wajib
melakukan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Gubernur bertanggung jawab memfasiﬁtasi kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal kerja sama penye]enggara‘an penanggulangan bencana
tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten / Kota, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat mengami)il alih pelaksanaannya

BAB VIII !‘
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesat'u;

Hak Masyarakat

Pasal 54 [

|
|

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi
kelompok masyarakat rentan bencan‘a;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara terfulis dan/atau lisan tentang
kebijakan penanggulangan bencana; ‘

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan
termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan

penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri

dan komunitasnya; dan | .
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur

atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
berhak mendapatkan pemenuhan

kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena

bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
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-
A BAB X ‘ .
ENDANAAN PIBN?,NOQMGA_.N BENCANA
asal 62
as\;mber Dana penanggulangan bencana dapat berasal dari:
b. Anggaran :::npntan :an Belanja Nasional (APBN);
. Anggaran apatan dan Belanja Daerah (APBD); d
¢c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. : k- vy

(1) ‘Mas Pasal 63
yarakat dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk
: penanggulangan bencana ketika terjadi bencana.
(2) dxml F‘lgaksmnpman dana oleh masyarakat dan penyalurannya sebagaimana
ud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 64
(1) Dana operasional BPBD menjadi tan
pemerintah, pemerintah provinsi dan
sesuai kewenangannya yang terdiri atas:

a. dana penanggulangan bencana yang berasal dari APBN,
APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra
bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana,

b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk
kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana; dan

c. Pemerintah Daerah dan  Pemerintah Kabupaten/Kota
menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan
bencana yang berasal dari APBD dan menempatkannya dalam

dan harus selalu tersedia sesuai dengan

ggung jawab bersama antara
pemerintah kabupaten /kota

anggaran BPBD,
kebutuhan pada saat tanggap darurat.
i wilayah

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesual
partisipasi masyarakat dalam

dan kewenangannya mendorong
penyediaan dana, barang dan atau jasa yang bersumber dari
ri maupun masyarakat

masyarakat, baik masyarakat dalam ne€ge
internasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65
(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
huruf c digunakan terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa

untuk: |
pencarian dan penyelamatan korban bencana,

a.
b. pertolongan darurat; |
c. evakuasi korban bencana; |
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan; |
b. sandang;
c. |

pelayanan kesehatan,
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